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ABSTRAK  

Fitria Ramadhani. 04020220132. Dengan Judul Pelaksanaan 

Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat 

Suku Bugis. Dibawah bimbingan Bapak Abd. Rahman sebagai Ketua 

Pembimbing dan Ibu Asriati selaku Anggota Pembimbing.  

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksananaan dan 

faktor faktor pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan 

perspektif hukum adat suku bugis di Desa Corawali, Kab.Barru.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang 

mengumpulkan data-data secara langsung yang terjadi di lapangan 

dengan melakukan wawancara dengan sampel dan beberapa arsip 

dokumen di lokasi penelitian.  

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan perkawinan anak 

dibawah umur berdasarkan perspektif hukum adat Sukui Bugis di Desa 

Corawali, Kab.Barru merupakan suatu hal yang dinormalisasikan karena 

merupakan bagian dari tradisi turun temurun yang dipercaya dapat 

menjaga nama baik dan martabat keluarga besar . Faktor- faktor yang 

melatarbelakangi perkawinan umur di Desa Corawali, Kab.Barru 

diantaranya ialah faktor budaya, adat tradisi, keadan sosial ekonomi dan 

lingkungan.  

Penulis merekomendasikan kepada pemerintah dan toko adat 

untuk berkolaborasi memberikan edukasi kepada masyarakat suku bugis 

di Desa Corawali, Kab. Barru untuk tidak menormalisasikan melakukan 

perkawinan dibawah umur mengingat banyaknya dampak negatif yang 

dapat ditimbulkan, serta hal tersebut menyalahi aturan hukum undang-

undang perkawinan. Oleh karena pentingnya edukasi untuk 

meningkatkan kesadaran masyarkat.  

Kata kunci : Perkawinan Anak Dibawah Umur. Hukum Adat. Suku 

Bugis. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai elemen dari proses pembentukan hubungan fisik 

dan rohani antara pria dan wanita yang menjadi pasangan 

hidup, pernikahan adalah suatu momen krusial dalam perjalanan 

hidup manusia. Tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, 

tetapi hubungan ini juga membawa dampak moral, sosial, dan hukum 

bagi keluarga mereka serta komunitas sekitar. Di samping itu, 

pengelolaan properti, baik yang diperoleh sebelum atau setelah 

pernikahan dilangsungkan.  

Setiap individu mempunyai hak dasar untuk tumbuh dan 

membntuk keluarga melalui pernikahan. Di tanah air, norma, budaya, 

tradisi, serta ketentuan hukum dan agama yang bersangkutan, semuanya 

merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh sebab 

itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan pribadi, melainkan juga 

sebagai lembaga sosial yang memiliki peran krusial dalam 

mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan 

komunitas.  

Praktik pernikahan di Indonesia menunjukkan beragam variasi 

yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya, tradisi, serta agama yang 

6

13

Page 7 of 23 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3470484685

Page 7 of 23 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3470484685



dianut oleh masing-masing orang. Proses, upacara, dan cara-cara yang 

diterapkan dalam pernikahan mencerminkan variasi ini. Namun, setiap 

orang atau pasangan—laki-laki maupun perempuan—yang memasuki 

hubungan ikatan pernikahan terikat pada sebuah hubungan hukum yang 

menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 

Keterikatan ini tidak hanya berlaku bagi suami dan istri, tetapi juga 

mencakup kewajiban untuk setiap anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut. Dengan demikian, pernikahan memiliki dampak yang panjang 

dan berkelanjutan. Baik dalam konteks kehidupan rumah tangga maupun 

dalam interaksi sosial dan hukum, yang harus dilakukan 

berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan 

kesejahteraan bersama. 

Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perkawinan), tidak hanya merupakan sebuah tindakan yang bersifat 

perdata, melainkan juga melibatkan aspek agama, akrena validitas 

perkawinan sepenuhnya diatur oleh hukum agama dan keyakinan yang 

dianut.1  

Proses perkawinan di Indonesia sangat bervariasi antara satu 

daerah dengan daerah lainnya. Pengakuan pemerintah terhadap 

 
1 1Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1,TLN 3019) 
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berbagai agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki aturan 

serta praktik perkawinan yang berbeda, merupakan penyebab 

keberagaman ini. Variasi ini mencerminkan kekayaan budaya dan 

pluralism masyarakat Indonesia.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibentuk 

berdasarkan Pancasila, yang mengakui dan menghargai kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, menjadikan situasi ini menjadi mungkin. 

Dengan demikian, negara memberikan kesempatan kepada setiap 

warga untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama 

dan kepercayaan mereka masing-masing, asalkan tidak bertentangan 

dengan norma hukum atau regulasi yang ada.2  

Kata "pernikahan" berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari 

dua komponen yakni kata "zawwaja" dan kata "nakaha”. 

Inilah istilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan 

pernikahan dalam Islam. Dari sudut pandang linguistik, pernikahan 

berarti penggabungan dua orang menjadi satu kesatuan. 

Nakaha memiliki arti "mengumpulkan," sementara zawwaja berarti 

"berpasangan." Melalui ikatan dua orang yang sebelumnya hidup 

sendiri, dalam pernikahan, kedua individu dipersatukan oleh Allah SWT. 

dengan tujuan untuk berfungsi sebagai suami dan istri, saling 

 
2 Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermasa , 2002, hal 1. 
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melengkapi satu sama lain. Hal ini disebut sebagai "pasangan" (zauj dan 

zaujah).3 Di era sekarang, mereka lebih sering disebut sebagai 

"pasangan hidup," "suami istri," atau "belahan jiwa" 

dalam konteks kehidupan keluarga. 

Kata "nikah" dan "zawaj," yang sering digunakan 

dalam interaksi sehari-hari di Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-

Quran serta Hadits Rasulullah SAW, mengacu pada konsep pernikahan 

dalam tulisan fiqih Islam.4 Jika mengacu dalam Al-

Quran, terdapat sekitar 80 ayat yang membahas topik pernikahan, 

dengan banyak ungkapan "zawaja" digunakan dalam konteks 

pernikahan, seperti yang terdapat dalam QS. Al-ahzab: 37.  

يفِ  الل   ٰ َو   َق تا  ِوَز  كَج َع َل  يَ   ك َمَا  كِس  ع َل  يَ  ه ِو    َنَا  مَع  ت َع َل  يَ   ه ِالل   ٰ ُ نَا  مَع   َلِل    يذِ  وُقَت  ل ُو  

ىٰضَق   لفَ  مَ   ا  خَت  ش ٰهى ُنَا  قَحَا  و  الل   ٰ ُسا نلا َ و   َ خَت  ىشَ  م ُب  يدِ  ه ِالل   ٰ ُم َا  فَن   كِس َيفِ  و   َخُت  

وَز  ن  هَكٰ  َا و  رَطَ  ًا م  ِ  ِن  ه َا ز َي د ى ِم زَا و   َجا  ِيفِ  جَرَح ل  ؤُم  ينِمِ ن  َع َل ىَ   وُكَي  ن  َل َيكَِل ج  ايَِع    هِٕ  

۝٣٧  م َف  وُع  ل   ًالل   ٰ ِمَا   ر  ُو   َ ناكَ َ و  رَطَ  ًا  نمِ   نُه   وَضَق  ا  اذَِا  دَا  Artinya : Ingatlah ketika 

engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat 

oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 

“Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau 

menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, 

dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk 

 
3 Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam 
Butir-butri UU" lurnal UNISIA Nomor 48/XXVIII/2003. . hal. 129 
4 Musda Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal.1 

1
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engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 

istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) 

agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 

anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan 

keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

Secara linguistik, istilah nikah merujuk pada penyatuan ضلآ, 

hubungan kelamin ُءظول serta juga berfungsi sebagai akad « ُ علا َق  د  

yang menandakan pertemuan antara dua hal yang berbeda. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata perkawinan adalah sebuah 

kesepakatan yang diungkapkan dan diberikan tanda, kemudian 

dijalankan oleh seorang pria dan Wanita yang siap menjadi pasangan 

suami istri, diiringi dengan kesepakatan yang disaksikan oleh beberapa 

orang dan diizinkan oleh wali perempuan. 

Salah satu elemen paling krusial dalam ajaran Islam adalah 

perkawinan, yang menjadi suatu ikatan suci dan mendalami makna 

kehidupan manusia. Pentingnya perkawinan dalam ajaran Islam dapat 

dilihat melalui Al-Quran, yang memiliki sekitar 80 ayat yang membahas 

topik tersebut, menggunakan kata "nakaha," yang berarti Bersatu dan 

"zawwaja”, yang berarti menjadi pasangan. Ayat-

ayat tersebut memberikan pedoman, nilai-nilai, serta norma bagi umat 

1
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dalam membentuk keluarga.5 Seluruh perintah yang terkandung dalam 

Al-Quran berfungsi sebagai panduan sebagai umat manusia dalam 

menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, 

dan saling menyayangi.6   

Dalam ajaran Islam, perkawinan disebut sebagai nikah, yang 

diartikan sebagai sebuah kontrak hukum antara seorang pria dan 

seorang wanita. Kesepakatan ini menetapkan keabsahan spiritual dari 

setiap hubungan antara pria dan wanita, termasuk antara suami dan istri. 

Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang 

bahagia dan harmonis yang didasarkan pada cinta dan saling 

menghormati, serta menghadirkan ketentraman sesuai ajaran Islam, 

perkawinan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. 

Karena Pancasila menjadi dasar bagi Republik Indonesia, hukum 

terkait pernikahan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang diusungnya. 

Pancasila, terutama pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, 

menegaskan bahwa pernikahan sangat berkaitan dengan ajaran agama.  

Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang lebih 

kompleks daripada sekadar aspek hukum; pernikahan juga mencakup 

elemen teologis dan fisik yang krusial bagi pelaksanaannya. 

 
5 5Musda Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal. 1. 
6 Q.S AI-Nisa' (4) ayat (21). 
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Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 mengenai Perkawinan, terutama Pasal 1, yang menjelaskan bahwa 

pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk 

membangun keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Penjelasan ini menekankan bahwa pernikahan meliputi 

aspek moral dan spiritual, selain dari komponen formal serta administratif.  

Menurut K. Wantjik Saleh, pernikahan merupakan gabungan 

antara ikatan fisik dan spiritual. Ikatan eksternal merepresentasikan 

hubungan resmi dan materiil, seperti pemenuhan syarat hukum yang 

berlaku tentang pernikahan. Di sisi lain, ikatan internal menggambarkan 

relasi yang lebih tidak formal dan tidak terlihat, namun sangat penting 

untuk menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Kedua aspek ini 

menjadi fondasi utama dalam menciptakan dan memelihara keluarga.7 

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa institusi 

pernikahan merupakan suatu entitas yang diatur melalui hukum, dan 

pengaturan ini membawa arti serta signifikansi dari pernikahan itu sendiri. 

Di samping memberikan kepastian di ranah hukum, pernikahan yang 

diatur oleh hukum turut mendorong terciptanya keadilan, kemakmuran, 

dan ketertiban di dalam keluarga dan masyarakat.8  

 
7 7Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14-15. 
8 Wirjono P, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Sumur, 1974), hal. 6.  
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Sasaran utama dari pernikahan ialah membangun sebuah rumah 

tangga yang sarat kasih sayang, cinta, serta kedamaian. Terwujudnya 

kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menghargai 

antara pasangan suami istri merupakan poin fokus dari tujuan ini. Oleh 

karena itu, Hukum Perkawinan menekankan bahwa sasaran pernikahan 

ialah membangun relasi yang menyenangkan dan abadi berdasarkan 

kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menyimpan regulasi-regulasi yang menekankan pentingnya 

pembentukan keluarga yang damai berdasarkan prinsip-prinsip agama, 

yang pada dasarnya sejalan dengan ungkapan sasaran ini.  

Di sisi lain, dalam konteks hukum adat, tujuan pernikahan 

bervariasi tergantung pada budaya dan norma masyarakat adat 

setempat. Keyakinan budaya serta agama yang berlaku di komunitas 

biasanya mempengaruhi variasi ini. Dalam hukum adat, pernikahan 

umumnya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran 

agama dari pasangan tersebut.  

Selanjutnya, tujuan dari pernikahan secara spesifik adalah untuk 

mendirikan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi, seperti 

yang diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Klausul 

ini menandakan bahwa pernikahan dilihat sebagai suatu ikatan dengan 

tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang 

sejahtera dan damai berdasarkan nilai-nilai ilahi, bukan sekadar 
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hubungan antara dua individu. Terdapat berbagai cara yang dapat 

ditempuh suami dan istri untuk saling mendekat dalam rangka mencapai 

tujuan pernikahan, seperti: 

1. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan, pasangan suami 

istri perlu berkomitmen untuk saling mengorbankan diri; oleh karena itu, 

pengorbanan memiliki peranan krusial dalam suatu rumah tangga.  

2. Pembangunan sebuah keluarga memerlukan nilai-nilai moral, 

etika, serta karakter yang kuat.9  

Pasal 2 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

mengenai Perkawinan menggarisbawahi bahwa, sejalan dengan pasal 

pertama, agama seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan 

pernikahan atau bahwa pernikahan harus ditentukan dengan 

mempertimbangkan keyakinan masing-masing.10 Baik Hukum Islam 

maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui bahwa 

pernikahan harus dinilai dari sisi agama dan sosial di samping aspek 

formal. Selain itu, aspek formal juga mencakup administrasi, yaitu proses 

pendaftaran di Kantor Catatan Sipil untuk yang non-Muslim dan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) untuk yang Muslim.11  

 
9 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan LILIP, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 93.  
10 Riduan S, Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata, (Banjarmasin : PT. Alumni, 2006), hal.42.  
11 Ibid hal 64. 
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Karena hukum adat bersumber dari berbagai prinsip, termasuk 

prinsip-prinsip keagamaan dan integrasi atau kombinasi dari berbagai ciri 

dan pola pikir seperti prelogisme, animisme, dan tabu, nikah menurut 

hukum adat masih memiliki niat baik meskipun terdapat perbedaan di 

dalamnya. Konsep kuorum mewakili kepentingan kolektif di atas 

kepentingan individu. Masyarakat yang hidup terisolasi atau sangat 

terikat dengan lahan atau lingkungan alam dalam keseharian mereka 

biasanya ditandai dengan penerapan prinsip kuorum. Dalam komunitas 

ini, kesejahteraan bersama sering kali dijadikan prioritas dibandingkan 

kepentingan pribadi. Prinsip kuorum menunjukkan bahwa dengan 

tindakan langsung, simbolis, atau tindakan hukum yang bersangkutan 

dilaksanakan secara bijaksana, sesuai dengan tindakan atau ungkapan 

yang diperlukan oleh adat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip 

kuorum sering dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan atau regulasi 

yang berkaitan dengan masyarakat luas.12 

Di Desa Corawali, Kabupaten Barru, di mana mayoritas 

penduduknya berasal dari suku Bugis, pernikahan di usia muda masih 

dianggap hal yang biasa. Contohnya, Amanah, seorang perempuan 

berusia 15 tahun, menikah dengan seorang laki-laki berumur 19 tahun. 

Setelah menjalani berbagai upacara tradisional, pernikahan ini diakui sah 

menurut adat Bugis, syariat Islam, serta peraturan negara melalui izin dari 

 
12 Ginting, 2012. 
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pengadilan. Proses pernikahan di usia muda ini seharusnya dievaluasi 

terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, karena bisa memberikan dampak 

besar pada masa depan kedua individu tersebut, termasuk masalah 

kesehatan dan minimnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.  

Affan yang berusia 21 tahun dan Alifah yang berumur 18 tahun 

merupakan pasangan lain yang berminat untuk menikah. Alifah belum 

mencapai usia minimum untuk menikah yang ditetapkan oleh hukum 

Indonesia, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, mereka mengajukan 

permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama.  

Contoh lainnya adalah pasangan bernama Arief (23 tahun) dan 

Putri (21 tahun), yang ingin mengesahkan pernikahan mereka sebab 

mereka tidak memiliki akta nikah yang diakui oleh hukum Indonesia. Ini 

terjadi karena mereka masih di bawah 19 tahun saat melaksanakan 

pernikahan melalui nikah siri, yang merupakan batas usia legal untuk 

menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada waktu 

pernikahan mereka yang tidak terdaftar (nikah menurut hukum agama). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan berdasarkan 

hukum adat suku bugis?  
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali?  

C. Tujuan Penelitian Tujuan  

Penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui memahami, dan menganalisis 

bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur 

berdasarkan hukum adat suku bugis.  

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - 

faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan 

anak di bawah umur di Desa Corawali. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman lebih 

mendalam mengenai segala teori praktik pernikahan anak 

dibawah umur di masyarakat suku bugis dan dapat menjadi 

bahan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur 

berdasarkan prespektif hukum adat suku bugis .  

2. Manfaat Praktis Secara praktis, bagi masyarakat hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 
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dalam menambah wawasan masyarakat mengenai aturan 

hukum beserta dampak dari pernikahan anak dibawah 

umur, sehingga masyrakat suku bugis dapat lebih 

memahami dampak dari pernikahan di bawah umur dan 

menaati aturan hukum perkawinan yang berlaku. 
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